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PENGANTAR EDITOR

tatuhar, saya buru buru menemnuiProf Amir Imbaruddin

(i ruang kerjanya -Stia Lan Pettarani, Makassar. Sambil
menyodorkan buku yang baru saa saya selesatkan. i prof
buku saya yang baru, mohon perkenan prof memberi kata
pengantar’. Sebenarnya harapan saya yang terselp, ketika i,
adalah beliaw mau membaca, mengoreksi lalu mengiyahkan
dlau "1, jangan...”untuk beberapa hal yang bersiat proposis
yang berimplikasi Kontraversi. Namun dia menyambut bk,
dan....”"Saya baca-baca dulu nah?”

Sekali waktn  sya datang kembali, rencana mau
menanyakan kata pengantar yang saya maksud. Namun ketka
iu, saya malah disodor setumpuk tulisan dalam bentuk e
“Tni jodikan bk Tabulah saya Ketka iy, saya dipercaya
menjadi editor untuk buku yang saatini tengah ada di tangan
Anda. Dar situ pengantarnya’, ujarnya legas.

Terus terang, sebagai editor dan berbekal pengalaman
pernah menadi redaktur majalah, saya mencermati tulisan
tulsan yang diminta dfadikan buku tu, sekaligus saya belaar
dart penalaran lmiab, pengalaman empirik dan pikiren pikiran
mengaelitik penulis yang sekalipun, beberapa diantaranya,
peristivanya sudzh cukup lama namun maselahya tetap aktual
Hal ini sekaligus sebagai pertanda lambatnya satu perubahan
inegeri ini

PENGANTAR EDITOR

Uatthat saya buru bur menemui Prof Amir Imbaruddin

di ruang kerjanya -Stia Lan Pettarani, Makassar. Samb]
menyodorkan buku yang baru saja saya selesatkan. “Tnd prof
buku saya yang bar, mohon perkenan prof memberi kata
pengantar”. S¢benarnya harapan saa yang terselp, Ketka i,
adalah beliaw man membaca, mengoreksi lalu mengiyahkan
atau "o, ‘jangan..” untuk beberapa hal yang bersifat proposis
yang berimplikasi Kontraversi. Nammun dia menyambut bk,
dan.... " Saya baca-baca duly nah?”

Sekali waktu saya datang kembali, rencana man
menanyekan Kata pengantar yang saja maksud. Namun ketika
tu, saya talah disodori setumpuk tulisan dalam bentuk le:
“Tni ok bk, Tabulah saya hetika i, saya dipecaya
menadi editor untuk buku yang saatini tengah ada di tangan
Anda. “Dar situ pengantarnya’, viarnya tegas.

Terus terang, sebagai editor dan berbekel pengalaman
pernah menadi redaktur majalah, saya mencermati tulisan
tlisen yang diminta dijackan buku itu, sekaligus saya belajar
dar penalaran ilmizh, pengalaman empirik dan pikiran pkiran
menggeltk penulis yang sekalipun, beberapa- diantaranya,
peristivanya sudah cukup lama namun masalahnya tetap aktual
Hal inf sekaligus sebaga pertanda lambatnya safu perubahan
di negert ini,
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Kirt Lewin (1951_ Kurt Lewin (1951) delem teorinya mengenai perubshan

el T v |
i

dnos i I i
o
quio)dan et percba e (retraining forces).
e
menambeh | mmemperkuat driving forces (ide perubaban)
dnmempe e canmenperkeci e nbat perubahan),

Kaitan antara teori Lewin mengenai perubaan, tulisan
tulisan dalamm buku nf dengen Kondisi akiual dewasa ini
menunjukkan lemahinya bangsa kita memperkuat driving force,
sehingga estraining forces menjadi daya tanding yang membuat
bangsa ini dalam kondisi equiibrium yang tidak tuntas, samar
samar dan menimbulken pertanyaan skeptis: Sesungguhnya,
kifa mengarch ke mana ? *Kita hilang bentuk.., menurut
bahasa para penyai

Demikian halnya, pada beberapa bagian akhir tulisan
Kolom dalam bukuini, penulisnyaberguman: ‘Mudahmudahan
inihanya masalah wakt,au mendeseh “Sermoga " yaituketika
menkeitisi aspek aspek birokrast kuntabilitas, pelayanan publik
yangmasth fauh dari yang semestinya. Namun nyatanya tatkala
tulsen tulisan dalam bentuk kolorm tersebut dirangkum dalam
satu buku setelah hampir sepuluh tahun, maseleh masalah
tersebut tetap “masth seperti yang duly” Itulah sebabuya buku
ini selalu relevan untuk disuarakan sebagi reflesi terhadap
restraining forces bagi birokrasi dalam hal - akuntabilites dan
dalam hal  kinerja yang masth menggunakan pendekatan
pendekatan kuanttat; dan bukannya subyekif (istlah Prof
At Imbaruddin) kualtaf, mikeo yeng demolaatis

Vi

Kaitan antara teorf Lewin mengenai perubahan, tulisan
tolisen: delam buku ini dengan kondisi aktual dewasa ind
menusjukkan lemahnya bangsa kita memperkuat driving force,
sehingga estraining orces menjadi daya tanding yang membuat
bangsa ini dalam kondis equlibrium yang tidak tuntas,samar
samar dan menimbulkan pertanyean skeptis: Sesungguhnya,
Kita mengarah ke mana? ‘Kia hiling bentuk.. menurut
bahasa para penyair.

Demikian halnya, pada beberapa bagian akhir tulisan
Kolom dalam bukuini, penulisnyaberguman: Mudah mudahan
i hanya asalaf waktu’, lalu mendesah “Sermoga !, yaituketika
menkritistaspek aspek birokeast kuntabilitas, elayanan publik
yang masth jauh dart yang semestinya. Namun nyatanya atkala
flisen tulisan dalam bentuk kolom tersebut dirangkum delam
satu buku setelah hampir sepuluh tahun, maselah masalah
tersebut tetep ‘masth sepertiyang dul” tulah sebabaya buku
inf selahu relevan untuk disuarakan sebagai reflesi terhadap
restraining forces bagi birokrasi dalam hal - akuntabiltes dan
dalam hal ~ kinerfa yang masth menggunakan pendekatan
pendekatan kuanttat, dan bukannya subyektf (isah Prof
Amir Imbaruddin) Kualtat, mikeo yang demolcatis
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Hal menardk lainnya dalam buke ini, adalah Kelom
mengenai korupsi “Commuption in Indonesia: Causes, Forms
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Hal menardk innya dalam buku in, adalah kolom
mengenai korupsi “Corruption in Indonesio: Causes, Forms

and Remedies. Pada konklgaganfitegaskan bahwa " Korupsi ard Remedies”. Pada konklusinya ditegaskan bahwa * Korupi
adalah masalah bagi negara iIndonesia

sebagian strategi menghapuskan korupsi sudh diidentifikasi
namun pencrapannya akan sult selama pemerintaban tidak
emokratis”

Namun apa yang teradi 7 Tarat penyakit, jolan
kesembuhan yang diharapkan melalui trap! “demokrast’
dimaksud, menjadi komplikatif dan kronis, karena sistem
demokeasi yang diadop dan mulai- diterapkan malah
menimbulkan masalah baru, yaitu karena demokrasi yang ada
di Indonesia saat ini cenderung korup, atau biang korupsiitu
sendiri! Nah, Ino? Itulah alasannya hingga buku in diber sub
judul “Sebuah Refleksi”

Semoga fle folder dengan nama “Book Project” dalam
computer finjing Prof. Amir Imbaruddin, dalam waktu tidak
lama, dapat kita baca dalam bentuk buku. Siapa tahu bisa
mennunjukan posistita sekarang inf dan untuk berbenah bagi
tuuan yang bersifat never ending dan agar kit tetap optimis.

Bersarmaan dengan buku ini adalah, Kata pengantar
yang saya harapkan sejek awal, saya temukan dalam satu sub
judul “Making Decentralzation Work in o Unitary State”,
Di dalamnya mengutf pendapat Hyden (2007) “There s not
shortcut to- decentralized governance’, tidak ada jalan pintas
dalam desentralisastpemerintahan. Pr

sebagian strateg! menghapuskan korupsi sudzh diidentiikesi,
namun penerapannya akan sult seluma pemerintahan tidak
demokratis’

Namun apa yang terjadi 7 barat penyakdt, jalan
kesembuhan yang diharapkan melalui trapi “demokrast
dimaksud, menjadi komplkatif dan kronis, karena istem
demokeasi yang diadop dan mulai diterapkan malah
menimbulkan msalah baru, yaitu karena demokras yang ada
di Indonesa saatini cenderung korup, atau biang korupsi it
sendiri! Nah, Iho? Itlah alasannya hingga buku ini dibert sub
judul“Sebuah Reflekst

Semoga fle foder dengan nama “Book Project” dalam
computer fnjing Prof. Amir Imbaruddin, dalam waktu tidak
Jama, dapat kita baca delam bentuk buku. Siapa tahu bisa
menunukan posisikita sekaranginidan untuk berbenah bagi
tujuan yang bersifat never ending dan agar kitatetap optimis.

Bersamaan dengan buku ini adalah, Kata pengantar
yang saya harapkan sejak awal, saya temukan dalam satu sub
judul “Making Decentralzation Work in o Unitary State”,
Di dalamnya mengutif pendapat Hyden (2007) * There i not
shortcut to- decentralized governance’, tidak ada jalan pintas

gt ni televan dengan dalam desentralisasi pemerintahan. Proposistini televan dengan
e

Pembanguna e embangunan Poitk di Indonesia” yang mendeskripsiken

pembangunan poliik mestilah dapat mencarf solusi mencapai
tuuan desentralisest. Dalam "Making Decentralzation Work in
0 Unitary State’, tulisan Pak Anr, tjuan desentralisasitersebut

vil

pembangunan polik mestilah dapat mencari sousi mencapad
fujuan desentralsast, Dalam “Making Decentralzafion Work in
a Unitary State’, tolisen Pak Amir, tujuan desentralisasitersebut

Vil
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dinobatkan  sebagai satu cara mencapat indikator indikator dinobatken  sebaga satu cara mencapai indikator indiktor
emokratisas, elayanan publik dan akuntabilitas sebagaimana emokratisasi,pelayanan publik dan akuntabites sebagaimana

sukses yang dicapai pad:ghgbarapa negara berkernbang, sukses yang dicapai pada beberapa negara berkembang,
Mengacu pada p rafls’ versi

ot !
i o N :
pnkr [ 1
vegot N : <.

dgumkan o g yang telah

o b o N -
s T
————————————————————————————— .

-
s o N . .

—— .
ot .
dsit N ..
sy i .
s i Y : 1
sl berod (| selalu berubah dan tidak abadi.

Degn o i
ot 1

oy .
i, :
s o
-
d |
do Y . i
—-—_—
o N
dhapusian (T dihapuskan (abolished),

vil Vil




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

Seterusnya, dinamika kelembagaan ini, tidak hanya
bersifat penghapusan (abolished  Karena sudah tidak diperlukan
akan tetapt dapat bersiat sebaliknya, perbentukan (forming)
lernbaga baru sesuai kebutuhan. Salah satu contoh mengenai
hal ini adalah Kota Makassar yang membentuk kelembagaan
baru KP3S yang ditentang bukan hanya oleh pemerintah pusat,
olam hal in

|

ndang undang, tetapi pun difentang oleh pemangku jabatan
iu sendir, bahkan sampai pada tingkat PTUN.
Hal ini menark disimak ebih anjut pada konteks negara

Kesatuan yai [ dimana wew
teringgi i (0 badan legisatf nasio

Kekuasaan

Ty o

sehagian ke
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Seterusnya, dinamika Kelembagaan ini, tidak hanya
ersfat penghapusan (abolished) Karena sudah fidek diperlukan
akn tetapt dapat bersifat sebaliknya, pembentukan (forming)
lennbaga baru sesuai Kebutuhan. Salah satu contoh mengenai

hal iggmelah Kota Makassar yang membentok kelembagaan
baru intah pusat,

fur Negara
dan Relormasi Birokrasi, dianggap bertentangan dengan
ndang undang, tetapi pun difentang oleh pemangku jabaten
lu sendir, bahken sampai pada tin N

Hal ini menarik dishnaklebﬂfli“teks negara
g legidt
nasional
pusat dan tidak pada

arkan hak

ofonomi, tety inggi tetap
pada pemerintah puset. | -!=mikian Keduulatan negara
Pya teretak

pada pemerir | pada pemerintah pusat (CF Strong )
Hikekoieera kesatuan: menurut (| Hakekat Negara Kesatuan: menufrong ialah
v . :

kesatuan, batk ke dalam maupun keluar ¢

kekuasean. p i tch pusat tidak dibatas, Hal ind terjadi

karena kongti

hin, selain
pendapatnya i, CE. Strong akhirnya menyinmpulkan cif muthak
yang melekat
dari dewan

b iy

Nemun pendapat CE Strong it mash ~ depat
diperhadapkan dengan faktor historldan konstitusi - Indonesia.

ak mengakuibadan legilatt
leg

gy pusat. Untuk memastikan
pendapataya ni CF Strong ciri mutlak

suptemasi
nya badan

badan adnnya yang berdaulat.
Namun pendapat CE Stong it mash  dapat
diperhadapkan dengan faktor histor dan konstitus - Indonesia
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Pasca pm_](edudukan

Kommite: Nasion R i:di Badan

Perwakilan Rakyat Daerah sehagad pencerminan kedaulatan
takyat. Di Indonesia, i daerahpun pemerintaban dilakukan

Pasca proldamasi diteapkan UU No' 1945, entang Kedudukan

onie
|

rakyat. Di Indonesta, di daerahpun pemerintahan dilakukan
secara. permusyawaratan (UUD Tehun 1945- amandemmen secara pertusyawaratan (UUD Tohun 1945 amandemen
IV). Lembaga legislatf; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, —yat Daetah,
propinsi da propins dan kabupaten/kota LI pemihan

o
e
gt s 1 1

e

Lembaga legilatf adalah perwujudan  supermasi
rakyat yang berdaulat. Tanpa legislaif daerab, maka wilayah
negara in tetbagt tuntas atas wilayah administraiy belaka.
Saah satu Karakterristk daerah otonom yakai dicirikan
dengan kelembagaan perwakdan rekyat dagrah. Kelembagaan
perwujudan kekuatan rakyat yang erdaulat,  berkuasa,
dimana pendapatnya, suaranya bukan hanya sebagai rujukan
pengambilan keputusan akan tetapi perwuudan keputusan it
sendir

Berkenaan dengan itu, intl darf daerah otonom adalah
“spirast” bukan “kondist” Artinya, apirasi rakyat ftu yang
dijadikan sumberinspirastbagipengambil keputusan, pemegang
kewenangan dan kekuasaan. Lain halnya jika pendekatan
berdasarkan Kondist, peletakan kebiakan mendasarinya
bukan tuntutan melainkan berdasarkan kondisl. ilah Kondis
inipun bisa entatif, berkait kebifakan pusat

Berkait dengan itu patut diperhatikan Kedudukan
produk produk legislatf di daerah, ditmana Peratutan Daerah
didudukkan sebagai sub istem perundang undangan nasional
Artinya adalah Kemandirian daerah dalam berotonomi tidak

UUD 1943)

Lembaga legislatf adalah perwujndan  supermasi
takyat yang berdaulat, Tanpa legislati daerah, maka wilayah
negara ini terbagi tuntas atas wilayah administratif beloka.
Saah satu Karakterristk daerah otonom yakai dicirikan
dengan kelembagaan perwakilan rakyat dacah. Kelembagaan
perwuudan kekuatan rakyat yang berdaulat,  berkuasa,
dimana pendapatnya, suaranya bukan hanya sebagai rujukan
pengambilan keputusan akan tetapi perwuudan keputusan it
sendir

Berkenaan dengan tu, int darf dacrah otonom adlah
“aspirest” bukan “kondist” Artinya, aspirast rakyat i yang
dijadikan sumberinspirasibagi pengambil keputusan, pernegang
kewenangan dan kekuasaan. Lain halnya jika pendekatan
berdasarken “Kondist peletakan kebfakan mendasarinya
bukan tuntutan melainkan berdasarkan kondisi slzh konis
inipun bisa tentatif,berkait kebijakan pusat

Berkait dengan itu patut diperhatikan Kedudukan
produk produk legisatf di daerah, dinmana Peraturan Daerah

idaelukan sebagai sub istern perundang undangan nasional
onomi fidak
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Proposisi atau aturan main sistem  perundang
ndangan yang memposisikan dacrah ebih rendah darf pusat
adalsh pandangan pada pendekatan “hirarki dan struktur
pemerintahan; bukan pandangan atau pendekatan subtansi
“keinginan masyarakat” pada aspek sosiologis dan administras
pembangunan. Masyarakat i daerah tidak - memiliki
struklur dengan tingkatan pemerintahan atau legisatf yang
berkedudukan di pusat, setiap warga negara mempunyai

fanpa memandang lokus,

Dengan demikian di dalam memabanmi paraturan daerah
semestinya bukan pada pendekatan tingkatan daerah akan
tetapi pada subtani yang dikandung satu aturan yang dikenal
dengan aspirasi daerah, aspirast masyarakat di daerah. Sekali
lagi dimanapun rakyat itu berdomisl-tidak berbeda hak dan
Kewajtbannya satu dengan yang lainnya dimuka hukom dan

secara fasionl.

Proposisi atau afuran main  sistem  perundang
undangan yang memposisikan dacrah lebih rendah dari pusat
adalah pendangan pada pendeatan “hirarki dan struktur
pemerintabar, bukan pandangan atau pendeatan subtansi
“keinginan masyarakat” pada aspek sosiologis dan administras
pembangunan. Masyarakat di caerah tidak - memliki

strukiur dengan tingkatan pemerintahan atau legislatif yang
B

Kedudukan yang sama dalam pende

Keduduken [ Feajban,

tanpa memandang okus,

Dengan demikian di dalam memahami paraturan daerah
semestinya bukan pada pendekatan tinghatan daerah akan
tetapi pada subtansi yang dikandung satu aturan yang dikenal
dengan aspirast daerab, aspirasi masyarakat di daerab Sekal
lagf dimnapun rakyat itu berdomisl tidak berbeda hak dan
ewajibannya satu dengan yang lainnya dimuka hukum dan

pemerintahan. pemerintahan.
Proposisi UU No 5 Tahun 1974, tidakh Proposisi UU No 5 Tahun 1974, tidak mempergunkan

o o I i

NKRI, adalah proposii yang televan diterapkan dalam sistem
otorier, masayarekat yang terbelenggu. Reformasi adaleh setu
fise dimana masyarekat mendobrak Keterbelengguan dan
Kemudian menyuarakan hal hal yang perlu di atasi, antara lain
hak azasi manusta, demokeatisas, tarnsparansi dan seterusnya.
Tidek satupun tuntuten reformasi 1988 tu yang membahayakan
NKRI, pernbubaran Negara, perubaban sistera pemerintahan
metjadi federa, tak setupun. Seluruh tuntutan reformesi

X

NKRI, adalah proposist yang relevan diterapkan dalam ssterm
otorier, masayarekat yang terbelenggu. Reformast adalah satu
fase dimana masyarakat mendobrak Kelerbelengguan dan
kemudian menyuarakan hal hal yang perlu di atas, antara ain
hak azast manusia, demokratisas, tarnsparansi dan seterusnya,
Tidak satupun tuntutan reformasi 1988 it yang membabayekan
NKRI, pernbubaran Negara, perubahan sistera pemerintahan
menjadi federal, tak satupun. Sehurul tuntuten reformesi
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esensinya menyelamatkan, memajukan NKRL Artinya melaui
reformas kita sudah kehvar dar ancaman ‘membahayakan” tu.

At daser itu pemakaian istlzh “membahayakan
keuwhan NKRT, Kaitannya dengan pemerintaban daerah
saat ini tidak relevan gl Bahkan Kondisi sebaliknya bisa
terjads apabila desentralisai-otonomi daerah tidak berhasi
dilaksanakan, kesejahteraan tidek tercapai, pelayanan publik
tidek terukur, akibatnya terjadi kesenjangan. Ini malah bisa
memangundang disintegras

Aspek seluas luasnye, yang dinilai membahayakan it
bukan hanya telah teruji antara lain melalui pelaksanzan
Undang Undang 32/2004 yang menggunakan prinsip seluas
Luashya tersebut, akan tetapi ssluas luasnya itu mengandung
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“Pemerintahan Dae—enjalankan otonom seuas

.

-

masyarakat,
(3) UU Nomor 32 D04 B

Otonomi seluas luasnya dalam perspekif pembabasan
fulsan ini, adalah otonomi yang diharapkan menjangkau hal
terdalam, hal terjaub, yatu hal yang belum dapat dipredksi
belum terpikirkan, batk pusat maupun daerah, schingga sife
sestatu yang belum bisa dipredikl itu ialah “aspirast yang
masth berada dalam benak dan pikivan masyarakat, dalam hal
ini masyarakat di daerah sebagai warga negara yang berdaulat

Oleh karena itu, pada pendekatan subtansi, bukan
hanya peraturan ebih rendah tingkatannya yang tidak boleh

bertentang | ok
oleh lembag

perundangan yang lebih tinggi tinglata N
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rah.” Pasal 2
(3)UU Nomor 32 Tahun 2004,

Otonomi seluas luasnya dalam perspektf pembabasan
tlisan ind, adalzh otonoms yang diharapkan menjangkau hal
terdalam, hal terjauh, yaitu hal yang belum dapat dipreciksi,
belum erpirkan, baik pusat maupun daetah, schingga sife
sestatu yang belum bisa diprediksl itu falah “aspirasf, yang
masth berada dalam benak dan pikiran masyarakat, dalam hal
ini masyarakat di daerah sebagai warga negata yang berdaulat

Oleh karena itu, pyalam pendekatan subtansi, bukan
hanya peraturan lebih re tidak boleh

B 1 pcrundangan yang diproduk

oleh lembaga yang lebih ting NN petfuan
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bertentangan d I dangan yang leih rendl

ek aspirast, aspek tingkatannya pada aspek subtans, yaitu aspek aspiras, aspek
Kedaulatan. Pasal 1 ayat (2) : "Keda di tangan

tinghatannya tidek boleh bertentangan (e turan yang

e tinggi | ihaman atas pemikiran

bersifat sentralistk. Dalam pendektan pemerintahan daerah,
aspirast diwadah ol sistem yang desentralisik

Berkenaan dengan itu, maka analisis jabatan, analisi
kelembagaan Kaitannya dengan  Kelembagaan  dacrah
disarankan pusat member diskresi kepada daerah menyusun
Kelembagaannnya sesuai kebutuhannya berdasarkan kajian
tkademik yang sekaligus menganaliss jabatan yang ada i
dalamnya, dan Kelau perhy, untuk Kepentingan menjaga NKRI,
hasil Kajian dan analsis it clegitimasi pusat. Hanya sja, patut
diingat, yang begin begini biasanya higt cost ...,

Editor

Muhammad Idris Patarai
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